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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim J je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh kadan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin Ss esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di 
bawah)  
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
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ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n En 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah , apostof 
ي ya y ye 
 
 
Hamzah (ء  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda     . 
 
1. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
 َا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
xi 
 
 
 
 
 
Contoh:  
ََفْيَك :kaifa 
ََلََْوه : haula 
 
2. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Contoh:  
ََتَاَم :māta 
يَمَر : ramā 
ََمِْيق : qila 
َُتْوَُمي : yamūtu 
 
 َى 
 
fatḥahdanyā‟ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو  ى 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
HarkatdanHuruf 
 
Nama 
 
HurufdanTanda 
 
Nama 
 
 َى... | َا... 
fatḥah dan alif 
atau yā‟ 
ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā‟ I i dan garis di atas 
وى ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
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3. Tā’Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā‟marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 
marbūṭah  itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
َِلَافَْطلأْاَُةَضْوَر :raudah al- at fāl 
ََُةهِضََافَْناََُةىْيَِدَمَْنا : al-madinah al-fādilah 
َُةَمْكِحَْنا  : al-hikmah 
 
4. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ىِى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
اَىَّبَر  : rabbanā 
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اَىْي ََّجو  : najjainā 
َِق َّحَْنا  : al-haqq 
ََم ُِّعو  : nu”ima 
 َوُدَع  : „aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, 
maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi i. 
Contoh: 
َِِّيهَع  : „ali  bukan „Aliyyatau „Aly  
َِِّيبََرَع  : „arabi  bukan „Arabiyyatau „Araby . 
 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا(alif 
lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-).  
َُسْمَّشَنا  : al-syams (bukanasy-syam) 
ََُةنَزْن َّزَنا  : al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) 
ََُةفَسَْهفَْنا  : al-falsalah 
َُدَََلَبَْنا  : al-bilād 
 
6. Hamzah 
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Aturan transliterasi huruf ham ah menjadi apostrop      hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
ََنْوُرُْمَأت  : ta‟murūṭn 
َْوَّىَناَُع   : al-nau‟ 
 َءْيَش  : syai‟ 
َُتْرُِمأ  : umirtu 
 
7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,  istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an  darial-Qur‟ān), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh:  
Fi Zilāl al-Qur‟ān 
Al-Sunnahqabl al-tadwin 
Adapuntā‟ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 
ditransliterasikan dengan  huruf [t]. contoh: 
 َِْيفَُْمهََِاللَِةَمْحَر  : hum fi rahmatillāh 
 
8. Lafẓal-Jalālah(الل) 
xiv 
 
 
 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā‟ marbūṭah diakhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
َِاللَُهْيِد  : dįnullāh 
َِاللَِةَمْحَرَِْيفَُْمه : hum fi rahmatillāh  
9. Huruf Kapital 
Walau sistemtulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). 
 Contoh: 
 WamāMuhammadunillārasul 
 Inna awwalabaitinwudi‟alinnāsiIallazi bi Bakkatamubārakatan 
 SyahruRamadān al-laziunzilafiih al-Qur‟ān 
 Nasir al-Din al-Tusi  
xiv 
 
 
 
 Abu Nasr al-Farabi 
 Al-Ga āli 
 Al-Munqiz min al-Dalāl 
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Abstrak 
Nama : Rusdin Tacci 
Nim : 10100114086 
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana 
Pencurian oleh Forum Adat Amar Ma’ruf Nahi Munkar Di Desa 
Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang 
  
Pokok masalah penelitian adalah penyelesaian tindak pidana pencurian 
yang dilakukan didalam masyarakat yang menyelesaiakan persoalan tindak pidana 
pencurian diluar jalur hukum yang berlaku di Indonesia yaitu penyelesaian tindak 
pidana pencurian oleh Forum Adat Amar Ma‟ruf Nahi Munkar Di Desa Tallu 
Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang menangani kasus tindak 
pidana diantaranya yaitu pencurian. 
 Jenis penelitian tergolong field research kualitatif deskriptif, dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif 
yang didukung dengan penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian adalah 
pengurus forum adat Amar ma‟ruf nahi munkar dan masyarakat. Selanjutnya, 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dan 
wawancara. Lalu tekhnik pengolahan dan analisis data terdapat tiga tahapan: 
pengolahan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). dalam proses penyelesaian 
tindak pidana pencurian langkah-langkahnya yaitu rapat pengurus, pemanggilan 
para saksi dan korban, pembentukan dewan hakim, penyitaan dan eksekusi. 2) 
bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian di desa tallu bamba 
yaitu denda tiga kali lipat dari harga barang yang dicuri dan di ekseskusi atau 
diarak keliling wilayah forum adat amar ma‟ruf nahi munkar 3 . pandangan 
hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian oleh Forum Adat 
Amar Ma‟ruf Nahi Munkar Di Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang 
Kabupaten Enrekang yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam . 
 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi Pemerintah, hendaknya 
memberikan atau menjalankan fungsinya sebgaimana mestinya terutama didalam 
persoalan-persoalan didalam masyarakat dimana fungsi pengawasan terlebih 
didalam rana hukum harus ditingkatkan karena banyak terjadi didalam masyrakat 
tindakan-tindakan yang tidak semestinya terutama didalam mengadili atau 
memberi hukuman terhadap orang yang dianggap melakukan kesalahan. 
Pemerintah juga semestinya meningkatkan sosialisasi-sosialisasi terutama yang 
menyangkut tentang hukum yang berarti mendidik masyarakat agar paham 
terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi didalam masyarakat terutama 
pendidikan mengenai perdamaian yang sangat penting untuk mewujudkan 
kehidupan yang baik dan aman didalam kehidupan masyakatnya.   
2) Bagi masyarakat, semestinya meningkatkan nilai-nilai agama didalam 
kehidupan sosial dan seluruh aspek kehidupan dan hidup rukun dan damai. 
Adapun dalam menghadapi masalah-masalah didalam bermasyarakat hendaknya 
mengaplikasikan prinsip Islam sebagai rahmatan lilalamin atau rahmat bagi 
seluruh alam oleh karenananya hendaknya mengutamakan prinsip-prinsip 
perdamaian yang berarti mengedepankkan perdamaian melalui kesepakatan-
kesepakatan lebih diutamakan sebelum membawa masalah kerana hukum karena 
tidak semua masalah harus berakhir pada hukuman melainkan juga perdamaian 
dan persaudaraan. 
 
  
 
    BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
 Pidana adalah salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana 
dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan 
menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dngan 
pidana.1 Tindakan pidana atau kejahatan sering terjadi dikehidupan bermasyarakat 
yang menuntut adanya aturan untuk menjaga ketertiban dan hak-hak setiap 
individu baik untuk melindungi hak pelaku kejahatan apalagi korban tindak 
kejahatan. Oleh karenanya negara mengatur hampir segala aspek kehidupan dalam 
bermasyarakat diantaranya produk undang-undang sebagai aturan untuk 
membatasi setiap tingkahlaku masyarakat ataupun adanya kepolisian, kejaksaan, 
dan kehakiman yang kemudian dikemas sebagai bentuk lembaga untuk 
menyelesaikan tindak pidana yang terjadi. 
 
 Kesepakatan masyarakat atau yang biasa juga disebut sebagai adat juga 
diakui sebagai salah satu cara masyarakat di daerah tertentu untuk menyelesaikan 
persoalan yang terjadi. Yang tentunya tidak sama didalam undang-undang atau 
hukum positif yang berlaku. Diantara sekian banyak bentuk tindak pidana, salah 
satunya tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362-367 KUHP yang 
bentuk hukumannya telah jelas yakni berupa hukuman penjara atau denda akan 
tetapi yang terjadi didalam masyarakat khususnya masyarakat didesa Tallu Bamba 
Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dalam penyelesaian tindak pidananya 
                                                          
 
1S. Sudarsono,  Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 561. 
 
  
 
tidak diselesaikan dengan cara yang diatur undang-undang melainkan dengan cara 
sesuai  dengan kesepakatan Forum Adat Amar Ma‟ruf Nahi Munkar yang 
didirikan pada tanggal 05 oktober 2000  yang hukumannya tidak tetap melainkan 
kesepakatan saat tindak pidana tersebut terjadi.  
 Latar belakang terbentuknya Forum Adat Amar Ma‟ruf Nahi Munkar ini 
didasari keresahan warga atas banyaknya kasus pencurian di Desa Tallu Bamba 
terkhusus pencurian hewan ternak. Atas dasar kasus tersebut masyarakat di empat 
desa yang meliputi Desa Buttu Batu, Desa Temban, Desa Tungka, Desa Tallu 
Bamba sepakat membentuk sebuah perkumpulan yang diberi nama Forum Adat 
Amar Ma‟ruf Nahi Munkar yang ditandai dengan akta pendirian nomor : 02  
dikantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah PAUNDANAN EMBONG 
BULAN yang beralamat di jl. Sultan Hasanuddin No. 101 Enrekang dengan 
tujuan menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dan untuk mencapai 
tujuannya, Forum Adat Amar Ma‟ruf Nahi Munkar menjalankan aktifitas Amar 
Ma‟ruf Nahi Munkar dalam memperjuangkan bentuk preventif untuk refresif yang 
meliputi segala bentuk pencurian, perjudian, miras, narkoba, dan segala bentuk 
kejahatan dan pelanggaran yang bertentangan dengan norma agama dan adat yang 
berlaku. 
 Masyarakat didesa  Tallu Bamba memiliki cara penyelesaian yang berbeda 
dan bergantung pada kesepakatan saat tindak pidana tersebut terjadi sehingga 
boleh saja tindak pidana yang sama memiliki hukuman yang berbeda oleh 
karenanya penulis tertarik untuk meneliti cara penyelesaian tindak pidana didesa 
Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tersebut dengan judul 
  
 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian 
oleh Forum Adat Amar Ma’ruf Nahi Munkar di Desa Tallu Bamba 
Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus 
1. Fokus penelitian 
Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 
penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara 
eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. 
Penelitian ini dilaksanakan didesa Tallu Bamba,Kecamatan Enrekang, Kabupaten 
enrekang dengan melakukan wawancara kepada ketua adat dan pihak-pihak yang 
bersangkutan serta mengambil data-data yang dianggap perlu dalam penelitian ini. 
Adapun fokus penelitian yaitu: 
a. Proses pengambilan keputusan masyarakat adat desa Tallu Bamba dalam 
menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. 
b. Bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian. 
c. Hukuman terhadap tindak pidana pencurian dalam Hukum Islam. 
2. Deskripsi Fokus 
       Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi 
kesalahpahaman maka peneliti memberikan definisi mengenai pembahasan skripsi 
ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh 
Forum Adat Amar Ma‟ruf Nahi Munkar Di Desa Tallu Bamba Kecamatan 
Enrekang Kabupaten Enrekang”. 
  
 
a. Proses pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu 
hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang 
membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara 
beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan 
keputusan selalu menghasilkan pilihan final.   
b. Hukuman adalah balasan bagi suatu tindakan A. Rahman 
Ritonga berpendapat bahwa hukuman adalah bentuk balasan 
bagi seseorang yang ats perbuatannya melanggar ketentuan 
syara‟ yang ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk 
kemaslahatan manusia. 2 
c. Pencurian berarti pengambilan properti milik orang lain 
secara tidak sah tanpa seizin pemilik.  
d. Forum Adat Amar Ma‟ruf Nahi Munkar adalah lembaga adat 
yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama untuk 
mencegah terjadinya tindak kriminal baik yang bersumber 
dari luar desa maupun yang datangnya dari dalam desa itu 
sendiri yang mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan 
persuasif. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis 
merumuskan pokok masalah yaitu “proses pengambilan kesepakatan masyarakat 
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 https://www.google.com/amp/s/oemiy.wordpress.com/2010/12/30/macam-macam-hukuman-
dalam-hukum-pidana-islam/amp/ 
  
 
adat didesa Tallu Bamba ”. Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka 
dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa submasalah yang sesuai 
dengan judul di atas, yaitu: 
1. Bagaimanakah proses pengambilan keputusan dalam memberikan hukuman 
terhadap pelaku tindak pidana oleh forum adat amar ma‟ruf nahi  munkar ? 
2. Bagaimana bentuk hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana 
pencurian didesa tallu bamba ? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana 
pencurian oleh Forum Adat Amar Ma‟ruf Nahi Munkar ? 
D. Kajian Pustaka 
 Sebelum melakukan penelitia n mengenai “Penyelesaian Tindak Pidana 
Pencurian Oleh Forum Adat Amar Ma‟ruf Nahi Munkar Di Desa Tallu Bamba 
Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang” peneliti menemukan beberapa buku 
yang berkaitan dengan judul skripsi yang kemudian dijadikan sebagai pedoman 
dalam penelitian ini, diantaranya:  
Pertama, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karangan 
Amiruddin Pabbu dan Rahman Syamsuddin. yang berjudul “Pengantar Ilmu 
Hukum”. Dalam buku ini menyajikan secara komprehensif dengan sistematika 
yang sederhana mengenai sejarah hukum, pengertian hukum, tujuan hukum, 
pembagian ilmu hukum, sember dan fungsi hukum, dan banyak tema lain yang 
sangat penting dalam penulisan skripsi ini.  
Kedua, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karangan 
Wirjono Prodjodikoro yang berjudul “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di 
  
 
Indonesia”. Dalam buku ini menjelaskan mengenai kalsifikasi tindak pidana 
dalam sistem hukum indonesia banyak ragamnya hingga ia tidak terangkum 
dalam KUHP saja tetapi dalam peraturan perundangan lain. 
Ketiga, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karangan 
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. yang berjudul “Merajut Hukum Di 
Indonesia”. Buku ini menyajikan pembahasan mengenai bentuk hukum dan 
sistem hukum yang berlaku di suatu negara. 
Keempat, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karangan 
Sudarsono yang berjudul “Kamus Hukum”. Kamus ini memuat istilah-istilah 
bidang hukum termasuk hal-hal baru yang masuk dalam pengertian hukum sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum. 
Kelima, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karangan 
Teguh Prasetyo Yang berjudul “HUKUM PIDANA”  dalam substansi buku 
hukum pidana ini mengandung sistematika perkembangan hukum pidana 
potensial yang bersambung dengan  hukum pidana masa kini dan masa depan 
yang sangat penting bagi penulis didalam penulisan ini. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui proses pengambilan keputusan oleh Forum Adat Amar 
Ma‟ruf Nahi Munkar didesa Tallu Bamba. 
2. Untuk mengetahui bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian 
didesa Tallu Bamba. 
  
 
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap hukuman 
bagi pelaku tindak pidana pencurian oleh Forum Adat Amar Ma‟ruf Nahi 
Munkar. 
 Sedangkan terkait kegunaannya, penelitian ini diharapkan dapat berguana 
dalam hal: 
1. Kegunaan Ilmiah 
a. Sebagai media yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di 
bidang hukum khususnya menyangkut hukum adat. 
b. Media yang dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan 
mahasiswa/mahasiswi serta menambah literatur atau bahan informasi 
ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan 
ilmiah di bidang hukum. 
2. Kegunaan Praktis 
a. sebagai acuan wacana bagi para praktisi pengambil kebijakan atau 
akademisi dalam menelaah suatu permasalahan di bidang hukum dan 
dapat pula digunakan untuk memberikan wacana ataupun 
pengetahuan baru tentang hukum bagi akademisi dan atau 
masyarakat pada umumnya.    
b. Sebagai sebuah sumbangsih pemikiran yang dapat menjadi 
kepustakaan universitas sehingga dapat dijadikan bahan referensi 
bagi penelitian sejenis.  
   
 
 
  
 
           BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A.  Tinjauan Umum Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
 Pidana adalah salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana 
dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan 
menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dngan 
pidana.3 Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian 
perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul 
Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang 
meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak 
pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggung jawaban 
pidana.4   
 Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, didalam 
kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 
sebenarnya dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana 
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. 
Dalam kamus besar bahasa indinesia tercantum sebagai berikut: 
“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. 5 
                                                          
 
3Sudarsono,  Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta,  2009), h.561. 
 
 
4
 Rahmat Syamsuddin,  Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media,  
2014), h.193. 
 
5Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Depok: PT Rajawali Pers, 2017), h.47. 
  
 
 Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang 
hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha 
pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditangggapi dengan suatu 
hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam tindak pidana adalah sifat 
melanggar hukum (wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid). Tidak ada suatu 
tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.6 
 Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku 
dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk 
tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak 
pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam 
undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini 
mengharuskan seseorang untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila akan 
timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. 
Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap 
didalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai 
istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-
Undang. Pendapat Prof Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk 
Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga 
istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh 
masyarakat.7 
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 Wirjono prodjodikoro. Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia (Bandung:   
PT.Revika Aditama, 2008), h.1. 
 
7Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Depok: PT Rajawali Pers,2017), h.49-50. 
 
  
 
 Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan 
defenisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini 
merupakan kreasi teoritis para ahli hukum.8 Menurut Simons bahwa strafbaarfeit 
itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan 
berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab.9 
 Tindak pidana mencakup tiga unsur penting pertama, perbuatan yang 
sesuai dengan rumusan delik. Unsur ini bekaitan dengan asas legalitas yang 
mensyaratkan bahwa tindak pidana  harus didahului dengan perumusan larangan 
perbuatan tertentu dalam aturan hukum. Kedua, sifat melawan hukum 
(Rechtswidrigkeit) yang membahas ketidakpatutan perbuatan yang dilarang. 
Ketiga, tidak adanya alasan pembenar.10 
 Pengertian tindak pidana menurut para ahli dan undang-undang seperti 
yang diuraikan diatas menganggap bahwa tindak pidana adalah tindakan yang 
melanggar hukum sebagaimana asas legalitas. Sedangkan didalam hukum pidana 
islam kejahatan atau tindak pidana biasanya didefinisikan dengan berbagai 
istilah seperti; Al-jarimah, Al-jinayah, Al-janiah, atau Al-mukhalafah. Keempat 
istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. 
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 Chairul Huda,  Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group,2006), h.26. 
 
 
9Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group,2006), h.26. 
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 M. Ainul Syamsu,  Penjatuhan Pidana (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.22. 
 
  
 
Adapun yang membedakan istilah tersebut adalah klasifikasi para ahli hukum 
pada setiap perbuatan yang dimaksudkan.11 
   Para fukaha biasanya sering menggunakan istilah Al-jinayah didalam 
mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara‟, 
aktif maupun tidak aktif (comision dan omisian). Fukaha ada yang memandang 
bahwa istilah Al-jar‟mah bersinonim dengan istilah Al-jinayah. Namun 
demikian, diantara fukaha ada yang membatasi pengertian Al-jinayah hanya 
kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia, seperti; 
pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lainnya. 
Diantara fukaha juga ada yang membatasi pengertian Al-jarimah hanya 
berkenaan dengan tindak pidana had dan kisas. 12 
 Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa tindak pidana 
adalah perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan yang ada baik secara 
pasif maupun aktif seperti melakukan tindakan yang dilarang atau tidak 
melakukan perbuatan yang diperintahkan. Yang mana tindakan tersebut diancam 
dengan sanksi, baik itu sanksi yang ditetapkan oleh Allah didalam Al-Qur‟an 
maupun sanksi yang dibuat sendiri oleh manusia. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
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 Muhammad Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal (Yogyakarta: Deepublish, 
2018), h.126. 
 
 
12Muhammad Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal (Yogyakarta: Deepublish, 
2018), h.127. 
 
  
 
 Usur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua 
sudut pandang, yakni: (1) Dari sudut teoritis; (2) Dari sudut Undang-Undang. 
Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada 
bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana 
kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam 
pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.13 
 Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. 
Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. 
Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi 
syarat-syarat tindak pidana (strafbarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur-
unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak 
pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-Undang. Pengertian yang 
pertama (unsur) lebih luas daripada pengertian kedua (unsur-unsur). Misalnya 
unsur-unsur (dalam ari sempit) dari tindak pidana biasa, inilah yang tercantum 
dalam pasal 362 KUHP. 14 
 Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:  
a. Sifat melanggar hukum 
b. Kualitas si pelaku 
                                                          
 13 Adami Chazawi,  Pelajaran  Hukum  Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),h.79. 
  
 14 H. Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia ( yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 
2016), h. 125-126. 
 
  
 
c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.15 
 Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan,  mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). 
Unsur atau elemen tindak pidana yaitu :  
a. Kelakuan dan akibat. 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
d. Unsur melawan hukum yang objektif. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.16 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);17 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 15H. Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia ( yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 
2016), h.126. 
 
 16 Moeljatno,  asas-asas hukum pidana (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2008, h.69. 
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 Adami Chazawi,  Pelajaran  Hukum  Pidana (Jakarta: Rajawali Pers,2014),h.79.  
 
  
 
B. Tinjauan umum tindak pidana pencurian 
1. Pengertian Pencurian 
 Pencurian didalam pengertiannya dari berbagai sumber yaitu “pencurian 
berarti pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin 
pemilik”.18 Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai 
mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan 
memilikinya secara melanggar hukum. 19 
 Tindak pidana pencurian termasuk kategori kejahatan terhadap harta. 
Dalam praktiknya kejahatan terhadap harta ada yang dilaksanakan secara 
sembunyi-sembunyi, seperti pencurian; ada juga yang dilaksanakan secara terang-
terangan, seperti pembajakan; perampokan, penodongan, dan lain-lain. Al-qur‟an 
tidak mendefenisikan nama-nama dari tindak pidana, termasuk pencurian, 
sebagaimana yang biasa tercantum dalam KUHP yang sehingga menjelaskan 
unsur-unsurnya oleh sebab itu apa defenisi pencurian dalam Al-qur‟an diserahkan 
kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu.20 
 Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsepsi tatbestandsmabigkeit 
dianut dalam perumusan beberapa tindak pidana dalam KUHP. Pasal 362 KUHP, 
misalnya, merumuskan tindak pidana pencurian secara definisional yang terdiri 
dari beberapa unsur delik, yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya 
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milik orang lain dan untuk dimiliki secara melawan hukum. Gabungan unsur-
unsur delik tersebut adalalah tindak pidana pencurian sehingga seseorang disebut 
sebagai pembuat tindak pidana pencurian manakala memenuhi seluruh unsur 
delik. Berbeda halnya manakala seseorang memiliki barang orang lain yang 
dpinjamkan kepadanya atau diberikan oleh kerabatnya, maka orang tersebut 
bukanlah pembuat tindak pidana pencurian karena unsur delik “mengambil” tidak 
terpenuhi.21 
 Tindak pidanah sirqoh atau pencurian dalam hukum Islam sangat 
ditekankan pelarangannya karena beberapa alasan, antara lain  karena pencurian 
dapat mencegah tercapainya salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam yakni 
terpeliharanya harta kekayaan (hakmilik) seseorang. Selain itu dalam tingkat 
tertentu apabila pencurian ini telah sedemikian rupa menjadi fenomena sosial 
yang mewabah, maka jarimah pencurian akan dapat menyebabkan keguncangan 
ekonomi dan sosial secara luas termasuk pula masalah ketenangan dan keamana 
hidup.22 
 Adapun pengertian lain pencurian adalah tindak pidana berikutnya yang 
dalam Qur‟an suci diancam hukuman. Qur‟an mengatakan: 
   َ    َ    َ  َ   َ َ َ ََََ َ َََََ
 ََ َ َ َ  َ  ََ َ  َََ َ َََ   
Terjemahnya: 
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 “Adapun pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan 
mereka sebagai hukuman atas perbuatan mereka, hukuman teladan dari Allah dan 
Allah itu Maha perkasa. Yang Maha bijaksana. Tetapi barang siapa yang bertobat 
setelah berbuat lalim, dan memperbaiki diri, Allah akan kembali kasih sayang 
kepadanya”  5:38-39). 
 
 Pengertian dan persyaratan tindak pidana ini umumnya dirumuskan oleh 
para ulama dan karena itu masih mungkin bahkan sangat perlu untuk dirumuskan 
ulang. Yang ingin dikatakan, belum tentu apa yangdianggap pencurian dalam 
KUHP akan dianggap juga sebagai pencurian didalam fikih dan begitu juga 
sebaliknya.23 
  Kata-kata “potonglah tangan mereka”, ini dapat diartikan ibarat, 
sebagaimana kata-kata qatha‟alisanaha (maka aslinya memotong lidahnya) 
berarti membungkam mulutnya (LA). Tetapi sekalipun kata-kata itu diartikan 
harfiah, namun tak semua pencurian harus dihukum potong tangan, dan ini 
disepakati oleh semua ulama fikih. Sebagaimana diuraikan di muka, dalam 
perkara perampokan terdapat emapat macam hukuman, mulai dari hukuman mati 
atau penyaliban, sampai hukuman kurungan. Padahal tindak pidana pencurian itu 
tidak begiyu serius jika dibandingkan dengan tindak pidana perampokan. Oleh 
sebab itu hukuman minimal bagi tindak pidana pencurian tidak mungkin lebih 
berat daripada hukuman  minimal tindak pidan perampokan, yaitu hukum 
kurungan; dan jika pencurian itu lebih serius, barulah dijatuhi hukuman potong 
tangan.24 
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 Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain 
secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil 
harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan 
pemiliknya dan tanpa kerelaan, seperti mengambil barang dari rumah orang lain 
ketika penghuninya sedang tidur.25 
2.  Rumusan Tindak Pidana Pencurian 
 Tindak pidana pencurian tidak serta merta suatu perbuatan dapat 
dikatakan sebagai tindak pidana pencurian akan tetapi harus memenuhi kriteria 
atau yang dirumuskan didalam undang-undang sebagai tindak pidana pencurian 
oleh karenanya sangat penting untuk memahami dan mengetahui rumusan suatu 
tindakan sehingga dapat dikatakan tindak pidana pencurian. 
 Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil 
barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya 
secara melanggar hukum. 26 
A. Mengambil barang  
 Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil 
barang. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada 
menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan 
mengalihkannya ketempat yang lain.  
 Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak 
diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan 
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dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini 
disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh pelaku, maka ada tindak 
pidana pemerasan (afpersing) jika paksaan itu berupa kekerasan, langsung 
atau merupakan tindak pidana pengancaman (afdreiging).27 
B. Barang yang diambil 
 Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan 
sikorban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu 
bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil tidak mungkin akan 
terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebgai suatu 
kenang-kenangan. Van bemmelen memberikan contoh berupa helai rambut 
(haarlok) dari seorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa 
halaman yang disobek dari suat buku catatan atau surat biasa. 
 Barang yang diambil dapat dimiliki sebagian oleh sipencuri, yaitu apabila 
merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan sipencuri 
adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika 
barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (resnullius), misalnya 
sudah dibuang oleh sipemilik maka tidak ada tindak pidana pencurian.28 
C. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum 
 Unsur meliki barangnya dengan melanggar hukum ini, juga terdapat pada 
tindak pidana penggelapan barang dari pasal 372 KUHP, bahkan disana 
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tidak hanya harus ada tujuan (oogmerk) untuk itu, tetapi perbuatan sipelaku 
harus masuk rumusan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. 
Wujud perbuatan memiliki barang, perbuatan ini dapat berwujud macam-
macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, 
menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-
apa dengan barang itu, tetpi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat 
sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.29  
C. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian 
1. Menurut Undang-Undang 
 Di Indonesia, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian didasarkan 
pada Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), yaitu dengan hukuman 
penjara. Dengan hukuman penjara misalnya, ternyata lebih efektif membuat orang 
jera dan takut berbuat tindak pidana pencurian, berdasarkan pendekatan 
reaktualisasi hukum Islam, hukuman penjara dapat dikatakan sesuai dengan 
hukum Islam. Yang terpenting menurut Muawir, secara subtansi dan spirit dari 
hukuman itu diyakini dapat mencapai tujuan ditetapkannya hukuman potong 
tangan (Maqasid Al-syari‟ah-nya).30 
 Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian telah 
diataur sebagai mana pada pasal 362 KUHP yaitu 
“ Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, 
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diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana 
denda paling banyak 900 Rupiah.”31 
2. Menurut Hukum Islam 
 Dalam Hukum Pidana Islam/ Fikih Jinaya, adalah segala ketentuan 
hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh 
orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil 
pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-quran dan Hadis. Dalam hukum pidana 
Islam, Hukum kepidanaan atau disebut juga dengan Jarimah (Perbuatan tindak 
pidana). Jarimah Terbagi atas: 
a. Jarimah Hudud 
Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas 
hukumannya didalam Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad S.aw. 
Sanksinya berupa sanksi Had ( Ketetapan yang terdapat dalam Al-quran 
dan sunnah). Hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, Potong tangan, 
Penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, 
dan salib. 
b. Jarimah ta‟zir 
Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya 
ditentukan oleh penguasa ( Hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. 
Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang 
bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai Had. 
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Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti 
rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang 
dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.32 
 Selain itu, dalam hukum pidana Islam juga dikenal delik qishas 
(Memotong/membalas). Selain itu juga ada delik Diat ( denda dalam 
bentuk benda atau harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh 
pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran, 
yang dilakukannya. Perbedaan, qishas dilakukan bagi perbuatan pidana 
yang disengaja, sedangkan Diat dilakukan bagi perbuatan Pidana yang 
tidak disengaja. Ibnu Rushid mengelompokkan Qishas menjadi dua 
yaitu: 
1. Qishas Annafs (Pembunuhan), yaitu Qishas yang membuat 
korbannya meninggal, Sering disebut dengan Kelompok Al-qatlu ( 
Pembunuhan). 
2. Qishas Gairu Annafs, yaitu qishas yang membuat korbannya cedera 
atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, sering disebut 
dengan kelompok Al-Jarhuh ( Pencederaan).33 
  
  
 Didalam Islam tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang 
hukumannya telah diatur didalam Al-Qur‟an sehingga pencurian didalam Islam 
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bentuk hukumannya merupakan ketetapan Allah. Dalam surah Al-Maidah 5 : 38 
yaitu: 
   َ    َ   َ  َ  َ َ َ ََ ََ  َ ََ    
Terjemahnya: 
 “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 
 
 Bentuk pidana potong tangan tersebut dalam ayat diatas berbeda dengan 
pidana potong tangan dan kaki dalam delik muharibah dalam QS.5:33. Dalam 
delik muharibah, pelaksanaan pidananya dilakukan secara kumulatif antara tangan 
kanan dan kaki kiri, dan bila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya maka 
yang dipotong adalah tangan kiri dan kaki kanan. Sedangkan dalam delik 
pencurian (syariqah) pelaksanaan pidananya bersifat gradual. Pertama kali 
dipotong tangan kanan, dan kalau mencuri lagi, maka yang dipotong kaki kiri. 
Apabila yang bersangkutan mengulangi lagi perbuatan yang sama, maka yang 
dipotong adalah tangan kiri, dan demikian seterusnya dipotong kaki kanan.34 
 Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika 
terpenuhi syarat:  
a. Harta yang dicuri diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui. 
Diambil berarti harta itu sudah berpindah dari tempat penyimpanannya dan 
sudah berpindah dari penguasaan si pemilik kepenguasaan si pencuri; 
                                                          
34
 Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Angkasa, 
1996),h.74. 
  
 
b. Barang yang dicuri harus memiliki nilai. Hukuman potong tangan tidak 
akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir atau juga barang-barang 
yang tidak legal seperti minuman anggur atau daging babi; 
c. barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman baik dalam 
penglihatan maupun dalam suatu tempat yang aman, (Hirz); 
d. Barang yang dicuri harus milik orang lain. Sebagai konsekuensi, 
hukuman potong tangan tidak dijatuhkan jika harta yang dicuri telah 
menjadi milik sipencuri atau jika ia memiliki sebagian dari barag itu atau 
memiliki hak (title) atas barang itu; 
e. pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu (Nisab). Imam 
Malik mengukur nisab tadi sebesar ¼ dinar atau lebih, sedang Imam Abu 
Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 
dinar.35  
 Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong 
tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka 
diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad, 
seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta 
anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai kebawah. Demikian pula sebaliknya, 
anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan, karena mencuri harta ayahnya, 
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kakeknya, dan seterusnya keatas. Menurut Imam Abu Hanifah, tidak ada hukuman 
potong tangan pada kasus pencurian antara suami-istri.36 
 Secara teoretis ada berbagai pencurian dengan sanksi hukum yang 
berbeda, yaitu:  
1.  pencurian yang mengakibatkan sanksi takzir saja. Misalnya, ketika 
pencurian terjadi ternyata tidak memenuhi syarat dijatuhkannya sanksi 
potong tangan. 
2. Pencurian yang mengakibatkan potong tangan. Pencurian yang berakibat 
dijatuhkannya sanksi potong tangan ada dua macam yaitu: 
a. Pencurian berskala kecil yang tindakannya memenuhi kriteria 
pencurian. Pencurian semacam ini berimplikasi sanksi potong tangan. 
b. Pencurian dalam skala besar, yang melibatkan banyak penjahat. 
Pencurian semacam ini disebut hirabah (Perampokan). 37 
 Ulama telah menetapkan ketentuan terkait kriteria pencurian, baik 
menyangkut kriteria pelaku maupun nominal dan batasan (nisab) barang yang 
sicuri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan ponis 
dalam pencurian sebagai berikut: 
1. Kriteria terkait pelaku pencurian 
a. Pelakunya orang mukallaf ( berakal dan dewasa (Baligh). Dengan 
demikian, anak-anak yang masih dibawah umur yang melakukan 
pencurian, tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan, tetapi 
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walinya dapat dituntut untuk mengganti harga harta yang dicuri anak 
dibawah perwaliannya. Sedangkan anak tersebut dapat diberi pelajaran 
(ta‟dib) seperlunya. Orang gila yang mencuri juga tidak dapat dijatuhi 
hukuman potong tangan. 
b. Sengaja mencuri („amdan) dan dalam kondisi tidak dipaksa (ghair 
Mukrah). Dengan demikian, orang dewasa yang sehat akalnya, tetapi 
ketika melakukan pencurian atas dasar desakan atau dipaksa orang 
lain, atau terpaksa mencuri karena miskin, tidak dapat dijatuhi 
hukuman had poting tangan. Khalifah Umar bin Khattab pernah tidak 
menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencuri unta yang 
melakukan pencurian pada musim paceklik (Krisis ekonomi) karena 
terpaksa. Pencuri semacam ini hanya dijatuhi hukuman ta‟zir atau 
dapat dibebaskan sama sekali, tergantung pertimbangan hakim. dapat 
ditambahkan bahwa keadaan memaksa ini dapat terjadi didalam 
masyarakat yang keadaan sosialnya belum berjalan dengan baik. 
c. Tidak ada faktor Syubhat ( tida jelas atau masih samar). Artinya, 
pencuri benar-benar mengambil harta orang yang tidak ada unsur 
syubhat kepemilikan bagi orang tersebut. Dengan demikian, kjika 
seorang anggota suatu perseroan dagaang mencuri harta milik 
perseroannya, tidak dijtuhi hukuman had potong tangan karena ikut 
memiliki harta perseroan yang dicurinya.38 
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2. Kriteria terkait dengan barang yang dicuri sebagai berikut: 
a. Berharga, bernilai Mutaqawwim bisa dimiliki secara penuh, barang 
yang bergerak, dan dapat diperjual belikan. 
b. Telah mencapai nishab ( batas minimal) 
c. Harta yang dicuri mili orang lain.39  
 Jarimah sirqoh merupakan perbuatan seorang mukallaf yang mengambil 
suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk 
dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya 
(secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah nisab tertentu. Ketentuan hukum 
terhadap jarimah pencurian sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. surah Al-
Maidah ayat 38 yang intinya menegaskan bahwa bagi pencuri laki-laki dan 
perempuan hukuman had-nya adalah potong tangan, dimana hukum had tersebut 
bertujuan sebagai pembalasan atas kejahatan pelaku dan sebagai pelajaran dari 
Allah Swt. agar masyarakat luas tidak ikut melakukan jarimah sebagaimana 
terpidana.40 
 Hukuman dalam Islam yang diberikan kepada pelaku tindak pidana 
termasuk didalamnya pidana pencurian pasti mempunyai tujuan-tujuan (Maqasid 
Al-syari‟ah). Menurut Munawir, tujuan hukuman potong tangan bagi pelaku 
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tindak pidana pencurin adalah agar sipelaku tidak mengulangi perbuatannya (Jera) 
dan orang lain merasa takut untuk melakukan hal serupa.41 
 Sikap tegas hukum pidana Islam terhadap pencurian dan perampokan 
merupakan apresiasi syariat Islam terhadap usaha manusia dalam mendapatkan 
dan memiliki harta dengan cara yang halal. Maraknya pencurian dalam berbagai 
bentuknya, adalah salah satu hasil dari penerapan hukum pidana yang kurang 
tepat.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
41
 M. Usman , Rekonstruksi Teori Hukum Islam ( Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 
2015), h.198. 
 
 42  Muhammad Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal (Yogyakarta: CV Budi 
Utama, 2018),h.241. 
  
 
BAB III 
METODOLOGI  PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan Peneliti adalah field research, yaitu 
penelitian lapangan yang dilakukan dengan dengan mengunakan beberapa metode 
seperti wawancara, observasi, serta menemukan fakta-fakta di lapangan yang 
terkait dengan penelitian ini. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kabupaten 
Enrekang, Kecamatan Enrekang, Desa Tallu Bamba. Yang akan menjadi informan 
pertama dalam penelitian ini akan ditentukan sendiri oleh peneliti sampai akhirnya 
semua data yang diperlukan guna untuk mendalami pembahasan yang akan 
diteliti. 
B. Pendekatan Penelitian 
Untuk mendapatkan suatu data yang sesuai dengan pokok pembahasan, 
maka pendekatan yang digunakan yaitu:. 
1. Pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari penomena 
hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik 
hukum. 
2. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syari‟at 
Islam seperti al-Qur‟an dan Hadist  yang relevan dengan masalah yang 
dibahas. 
  
 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil 
penelitian adalah sebagai berikut. 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama yang 
dilakukan secara langsung melalui field research atau penelitian lapangan 
meliputi wawancara atau observasi dengan para informan penelitian agar 
mendapat keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melaui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan data dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai 
sumber data primer, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal 
ilmiah, tulisan makalah, jurnal atau arsip, internet dan bahan lain dalam 
bentuk tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, penulis 
menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi: 
1. Kajian Kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data 
dengan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan 
judul, baik dari Undang-Undang, buku-buku maupun literatur-literatur 
lainnya. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengadakan pengumpulan data 
dengan terjun langsung di lapangan penelitian, dengan  menggunakan  teknik  
penyaringan data sebagai berikut :  
a. Observasi atau disebut juga dengan pengamatan, yaitu metode pengumpulan 
data yang berkaitan dengan penelitian ini tentang tinjauan hukum islam 
terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian oleh forum adat amar ma‟ruf 
  
 
nahi munkar, dengan cara pengamatan yang dilakukan secara langsung pada 
lokasi yang menjadi objek atau tempat penelitian. Dalam hal ini adalah 
melakukan penelitian langsung di Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, 
Kabupaten Enrekang. 
b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan 
maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan terhadap narasumber 
dilokasi penelitian yang mengetahui secara jelas mengenai Forum Adat 
Amar Ma‟ruf Nahi Munkar yaitu Ketua Forum, Tokoh Masyarakat dan 
Kepala Desa serta Masyarakat yang dianggap menetahui dengan baik dan 
dapat memberikan informasi kepada peneliti. 
c. Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-
pihak yang menangani perkara ini di Desa Tallu Bamba, Kecamatan 
Enrekang, Kabupaten Enrekang. terkait dengan penyelesaian tindak pidana 
pencurian oleh forum adat amar ma‟ruf nahi munkar, 
E. Instrument Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diujivalidasi”. Ujivalidasi 
marupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 
data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu insturumen dikatakan valid apabila 
mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu  mengukur apa yang ingin 
diukurnya  dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan.  
Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 
atas temuannya. 
 
  
 
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan 
data dari lapangan kemudian direduksi. Reduksi data merupakan proses 
pemulihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, 
transformasi data kasar yang muncul di lapangan dengan penajaman tekhnik 
analisis, setelah itu dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. 
2. Analisis Data 
 Untuk membuktikanَapa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian 
ini digunakan dua metode analisis, yaitu : 
a. Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan masalah  tidak dalam 
bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada  
hasil pengolahan data dan penilian penulis. 
b. Analisisَkomparatif, metode yangَdipergunakan untuk membandingkan data 
yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan. 
 
G. Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan  pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti 
dapat  melakukan pengecekan kembali  apakah data yang ditemukan itu  salah 
atau tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 
tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data. 
  
  
 
2. Menggunakan bahan referensi. 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai  contoh, data 
hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga 
data yang didapat menjadi kredibel atau  lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam 
penelitian ini peneliti akan menggunakan  rekaman wawancara dan foto-foto hasil 
observasiَsebagaiَbahan referensi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      BAB IV  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH 
FORUM ADAT MA’RUF NAHI MUNKAR PERSPEKTIF HUKUM 
ISLAM  
A. Gambaran Umun Desa Tallu Bamba 
1. Sejarah Desa Tallu Bamba 
  Awal mula terbentuknya desa Tallu Bamba dimualai pada tahun 
1995 dengan mayoritas penduduk adalah petani dan peternak, desa tallu 
bamba terbentuk dari tiga komunitas adat atau yang biasa dikenal oleh 
masyarakat setempat dengan tallu makdika . Tallu berarti tiga dan makdika 
berarti kerajaan jadi tallu makdika  yaitu  tiga kerajaan kecil yang  terdiri 
dari makdika, surakan,makdika roppo, dan makdika leon. Karena desa tallu 
bamba dulunya adalah kerajaan-kerajaan kecil yang menyatu menjadi suatu 
kesatuan maka masyarakat desa tallu bamba tidak bisa dipisahkan dengan 
adat istiadat yang diturankan oleh nenek moyang mereka terutama adat 
sipakatau yang atinya memanusiakan manusia Jadi sebagian masyarakat 
menganggap bahwa desa tallu bamba dulunya kerajaan-kerajaan kecil yang 
menyatu dalam sebuah kesatuan yang disebut desa tallu bamba.  
  Dari ketiga kerajaan kecil inilah cikal bakal terbentuknya desa tallu 
bamba. Desa tallu Bamba masuk dalam wilayah penutur bahasa pattinjo dan 
sebagian juga memakai bahasa toraja   sama seperti bahasa yang digunakan 
sebagian masyarakat pinrang dan toraja  karena desa tallu bamba berbatasan 
langsung dengan tiga kabupaten yakni kabupaten tana toraja dan kabupaten 
pinrang.Ada beberapa kebiasaan masyarakat tallu bamba yang masih 
dikakukan sampai sekarang yaitu sifat gotong royong yang masih 
terpelihara dengan baik kerena ini adalah warisan nenek moyangnya yang 
  
 
patut untuk dipertahankan, itu bisa kita lihat dari kegiatan sehari hari yang 
dilakukan secara gotong royong.  
 Desa tallu bamba memiliki enam dusun yaitu dusun batu-batu, dusun 
kampong tangnga, dusun jalikko, dusun surakan, dusun kalidong, dan dusun 
panassang, inilah keenam dusun yangtermasuk dalam desa tallu bamba atau 
yang biasa masyakat kenal dengan tallu makdika. Sampai sekarang sejarah 
panjang terbentuknya desa tallu bamba yang cikal bakalnya dari kerajaan-
kerajaan kecil yang menjadi suatu kesatuan yang disebut tallu makdika. 
  Dari terbentuknya desa tallu bamba sampai sekarang  jabatan 
kepala desa tallu bamba telah mengalami empat kali pergantian kepala desa   
yakni: 
1. Seli (1995-1997) 
2. Rigu (1997-2005) 
3. Usman Sande (2005-2011) 
4. Mukmin (2011-2017) 
5. Mukmin (2017-sekarang) 
2. Kondisi Geografis 
 Desa Tallu Bamba terletak  20 KM dari Ibukota Kabupaten Enrekang, atau 
20 Km dari Ibu kota Kecamatan Enrekang dengan luas wilayah 43,44  Km2, 
dengan batas-batas sebagai berikut :  
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kab.Tator 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Temban 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buttu Batu 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kab.Pinrang 
  
 
3. Kondisi Demografis 
  Jumlah penduduk 2403 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi 
ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu 
kekuatan/potensi pembangunan bilamana memiliki kompetensi sumberdaya 
manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah 
hampir seimbang   
 Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi 
menjadi beban pembangunan  karena ruang gerak untuk produktivitas 
masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan 
yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya 
pertambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif 
jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
 Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan 
penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia 
kerja setiap tahunnya. 
 Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja di mana 
dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada 
lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja 
(bekerja di sektor pemerintah atau di sektor swasta/perusahaan), karena 
memang daya serap dari sektor-sektor tersebut sangat terbatas, sehingga 
sebagai “katup pengaman” harus dapat dikembangkan sebagai potensi atau 
peluang bekerja terbuka luas melalui kerja mandiri/wirausaha (sektor 
ekonomi non formal). 
 
 
  
 
4. Visi dan Misi 
a. Visi 
 Adapun visi desa tallu bamba yaitu ewujudkan masyarakat tallu 
bamba yang religius, mandiri secara ekonomi, sejahtera,aman, dan 
adil. 
b. Adapun misi desa tallu bamba yaitu: 
1. Peningkatkan kualitas pelayanan masyarakat   
Pelayanan diarahkan untuk memenuhi hak dasar masyarakat 
yang meliputi: (1) ketersediaan pangan; (2) pendidikan; (3) 
kesehatan; (4) kesempatan kerja dan lapangan usaha; (5) sarana 
dan prasarana; (6) rasa aman dan tenteram; (7) partisipasi 
dalam kehidupan sosial-politik.  
2. Mendorong kegiatan Gotong Royong 
3. Mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana public yang                          
Memadai 
4. Mengembangkan kwalitas sumber daya manusia 
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan 
6. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat   
  Membangun struktur ekonomi yang kompetitif dan berbasis 
masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 
pemerataan pembangunan yang menjamin terciptanya peningkatan 
pendapatan masyarakat terkait dengan sektor pertanian, peternakan, 
dan kewirausahaan yang mengandalkan sumberdaya lokal. 
  
 
Membangun kelembagaan ekonomi masyarakat  yang kreatif dan 
adaptif.   
7. Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat . 
 Terciptanya sinergi pencapaian tujuan pemerintah, swasta, 
dan masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan 
kelembagaan. Mengembangkan kelembagaan demokrasi yang 
lebih kokoh, yang didukung oleh adanya partisipasi optimal dari 
seluruh lapisan masyarakat. 
5. Tugas dan fungsi pemerintah desa 
a. Kepala desa 
1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa 
yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. 
3. Untuk melaksanakan Tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi-
fungsi sebagai berikut : 
- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan 
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, 
melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi 
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah 
- Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, 
kesehatan 
  
 
- Membinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan 
- Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan 
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, 
olahraga, dan karang taruna. 
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat 
dan lembaga lainnya 
- Tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
b. Sekertaris desa 
1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan 
Sekretariat Desa. 
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan. 
3. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai 
fungsi : 
- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; 
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 
kantor,penyiapan rapat, pengadministrasian aset, 
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum 
- melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 
  
 
keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, 
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa 
lainnya 
- melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir 
data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring 
dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. 
c. Kepala Urusan 
1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 
2. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan 
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan. 
3. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Urusan mempunyai fungsi  
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi 
seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata 
naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan 
penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana 
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 
pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan 
pelayanan umum. 
- Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti 
melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 
keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, 
  
 
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa 
lainnya. 
- Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi 
urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan 
evaluasi program, serta penyusunan laporan. 
- Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi 
seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata 
naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, 
penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana 
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, 
pelayanan umum, mengkoordinasi urusan perencanaan 
seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja 
desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 
penyusunan laporan. 
d. Kepala Seksi 
1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 
2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana 
tugas operasional. 
3. Untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi mempunyai fungsi :  
a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi 
melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, 
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah 
  
 
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, 
pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 
kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta 
pendataan dan pengelolaan profil desa. 
b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi 
melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, 
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas 
sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, 
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 
c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan 
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi 
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
d. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai 
fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana 
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, 
dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 
budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 
keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna, melaksanakan 
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi 
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
 
  
 
a. Kepala Dusun 
1. Kepala Kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun atau 
sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas 
kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam 
pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. 
2. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dusun atau sebutan lain 
memiliki fungsi :  
b. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 
perlindunga n masyarakat, mobilitas kependudukan, dan 
penataan dan pengelolaan wilayah; 
c. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; 
d. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam 
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat 
dalam menjaga lingkungannya;dan 
e. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. 
 
B. Forum Adat Amar Ma’ruf Nahi Munkar 
1. Sejarah Forum Adat Amar Ma’ruf Nahi Munkar 
  Hukum yang semakin tidak memperoleh kepercayaan dan 
legitimasi akibat penerapan yang tidak profesional serta tidak dapat menjamin 
rasa keamanan dan ketertiban masyarakat banyak disebabkan oleh aparat 
penegak hukum yang lebih mengutamakan kepentingan perorangan tetapi 
mengabaikan hak asasi warga masyarakat yang lebih banyak yang secara 
profesional harus mendapat pengutamaan perlindungan. Masyarakat 
  
 
senantiasa sabar menunggu perbaikan sikap penegak hukum dalam 
menangani setiap kejahatan namun dalam perkembangannya justru sangat 
mengecewakan dan semakin tidak memberi kepastian keadilan hukum serta 
menjamin keamanan masyarakat terhadap pelanggar hukum. 
  Demi menjalankan fungsi hunkamrata, baik dalam bentuk 
prenfentif maupun dalam bentuk refresif terhadap gejala atau perbuatan yang 
mengancam keamanan dan ketertiban warga masyarakat maka masyarakat di 
lima desa yaitu desa buttu-batu, desa tungka, desa temban, desa tallu bamba, 
dan desa karueng untuk membentuk suatu perkumpulan yang berkedudukan 
di temban dan diberi nama Forum Adat Amar Ma‟ruf Nahi Munkar yang 
didirikan pada tanggal 05 oktober 2000 yang berasaskan islam dan telah 
disetujui oleh pemertiah kabupaten dalam hal ini bupati, kepala kejaksaan, 
kapolres, Dandim, dan DPRD  dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran 
dan mencegah kemungkaran, dan memiliki sifat mandiri, terbuka, dan aktif 
dalam melakukan atau menegakkan Amar Ma‟ruf Nahi Munkar dan juga 
berfungsi sebagai sarana pendidikan pemberdayaan masyarakat dalam 
memperjuangkan kepentingan bersama dan untuk mencapai tujuannya Forum 
Adat Amar Ma‟ruh Nahi Munkar menjalankan aktifitas Amar Ma‟ruf Nahi 
Munkar yang meliputi bentuk pencurian, bentuk perjudian, miras, narkoba, 
dan segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang bertentangan dengan 
norma agama dan norma adat yanag berlaku. 
  Menurut salah satu pengurus forum adat amar ma‟ruf nahi munkar 
yang ditemui penulis menerangkan bahwa: 
“ jadi sejarahna tee forum adat amar ma‟ruf nahi mungkar na 
terbentuk nasabak iyato pakboko sapin jio dikampong taenmo 
disanga allo taenmo disanga bongi na iyato pamarentah tarmasok 
  
 
polisi njomo na dipercaya gaja nasabak njomo na berpihak gaja 
lako masyakarak malahan berpihak lakoramo to pakboko 
mangngapai kukua nasabak iyato pakboko purasi dilapor lako 
polisi ehh lako unnari tuu lumamba allo bongi iyamo joo na 
mammesa to masyarakak nangak macegekna”. 
Artinya,”sejarah terbentuknya forum adat amar ma‟ruf nahi 
munkar dilandasi dari maraknya pencurian yang tidak kenal siang 
malam  terutama pencurian hewan ternak masyarakat dan 
ketidakpuasan masyarakat atas atas perilaku aparat penegak hukum 
termasuk polisi yang dianggap kurang berpihak pada masyarakat 
banyak sebab kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian tidak 
pernah diproses itulah landasan masyarakat bersatu untuk mencari 
jalan keluarnya”.43 
  Pengaruh ataupun efektifitas dengan adanya forum adat amar 
ma‟ruf nahi munkar di desa tallu bamba terbilang sangat efektif didalam 
menurunkan angka pencurian dimana sejak adannya atau terbentuknya forum 
adat ini, masyarakat merasa aman dan tidak lagi merasa takut akan pencurian 
karena forum adat tersebut dianggap dapat memberikan efek takut kepada 
individu atau masyarakat untuk bertindak atau melakukan pencurian di 
wilayah forum adat tersebut. 
  Menurut salah satu masyarakat yang ditemui penulis,  
“ selama deenni te‟e disanga forum, ia tonna rasakan masyaraka‟ marege 
dapaknga te‟e forum, nasaba selama deenni te‟e forum kurangmi to 
pabboko di kampong manyamanntommi to makkambi. Sebelumna deenni 
te‟e forum gajarike dikua allo bongi dijaga to kambi nasaba allo bongi 
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deen todibokoi, jolo masyaraka‟ masussa nasaba allo- allona najagai 
kambina nasaba annajo‟o dijagai taddei ato dibokoi”44 
artinya, “semenjak adanya forum ini, masyarakat merasakan dampak yang 
sangat baik, salah satunya pencurian berkurang kemudian merasa nyaman 
dalam berternak. Sebelum adanya forum, dapat dikatakan siang malam 
binatang ternak dijaga karena setiap hari terjadi pencurian, dulu 
masyarakat merasa susah atau direpotkan karena harus menjaga binatang 
ternaknya siang malam karena ketika tidak melakukan penjagaan maka 
binatang ternaknya hilang atau dicuri”. 
 Berdasarkan pendapat masyarakat tersebut maka dapat dikatakan 
bahwa dampak atau dengan adanya forum adat tersebut sangat baik terhadap 
masyarakat didalam kehidupannya karena tidak lagi takut dan was-was  
kehilangan binatang teranak atau binatang berharga milik mereka.  
  Adapun data yang ditemukan oleh penulis pada Forum Adat, 
tingkat pencurian sejak adanya forum adat tersebut berkurang seperti pada 
data yang diperoleh dalam 5 tahun terakhir atau pada tahun 2014-2018 
yaitu:45 
   
Desa Tallu Bamba Jumlah Pencurian 
Dusun Kalidong 2 
Dusun Surakan 1 
Dusun Batu-batu 1 
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  Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat bahwa tingkat 
pencurian semenjak adanya forum adat Amar Ma‟ruf Nahi Munkar sangat 
berkurang atau dengan kata lain forum adat tersebut terbilang efektif dalam 
menurunkan angka pencurian namun sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang 
melarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak 
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 
 
2. Struktur Pengurus Forum Adat Amar Ma’ruf Nahi Munkar 
  Dalam menjalankan tugas dan fungsi forum adat amar ma‟ruf nahi 
munkar  maupun dalam menjalankan amanah konstitusi forum maka forum 
adat ini dilengkapi dengan struktural pengurus agar bisa terorganisir dengan 
baik dan dilengkapi dengan konstitusi sebagai pedoman. 
  Adapun struktural pengurus pusat forum adat amar ma‟ruf nahi 
munkar yang penulis peroleh dilapangan sesuai dengan surat keputusan 
nomor: 09/SC-MUBES KE-VI/FA. AMNM?XI/2018tentang pengesahan 
susunan dewan pengurus pusat forum adat amar ma‟ruf nahi munkar 
kabupaten enrekang periode 2018-2021 yaitu: 
A. Dewan Pembina  
1. Bupati Enrekang  
2. Wakil Bupati Enrek ang  
3. Kepala Kantor Kemenag Kab. Enrekang  
B. Dewan Presidium Adat  
1. Drs. Muh. Yusrifai Yunus, M.Si :  Ketua  
2. Drs. Lamir Dacing, M.Si :   Sekretaris  
3. Drs. Tanus :     Anggota  
  
 
4. P. Abdul Salim Arsyad :  Anggota  
5. Kairawan, S.Pd,.M.Pd :   Anggota  
6. Mansur, Ba :                 Anggota  
7. Kadir :       Anggota  
C. Dewan Penasehat  
1. H. M. Amiruddin, Sh :     Ketua  
2. Drs. H. Hasbudi :      Sekretaris  
3. Drs. Sudin :      Anggota  
4. Jamaluddin Ibrahim :    Anggota  
5. Khairul, S.Pd :      Anggota  
6. Drs. Nasri Dacing :   Anggota  
7. Kompol Tahir Wattang :   Anggota  
8. H. Saipul Wattang :    Anggota  
9. Mustain Sumaele, Se :   Anggota  
10. Ir. Run Jaya Kasmidi (Ibeng) :  Anggota  
11. Drs. Bidu Badiri :    Anggota  
12. Kasim Akbar ( Purn. Tni ) :   Anggota  
13. Emil Aslim, Sh :    Anggota  
14. P. Mahmuddin :    Anggota  
15. Mukmin, Se (Kadestallubamba) : Anggota  
16. Takbir, S.Pd.I (Kadestungka) :  Anggota  
17. Hasan Basri (Kadestemban) :  Anggota  
18. Takdir, A.Md (Kadesbuttubatu) :  Anggota  
19. Usmayadi S (Kadeskarueng) : Anggota  
20. Jumadil (Kadescemba) :   Anggota  
21. Rusli Sule (Kades Pinang) :   Anggota  
  
 
22. Sareng Toto , Se (Kadesmalalin) :   Anggota  
23. Aminuddin (Kades Pundilemo) :  Anggota  
24. Ir. Rusdi (Kades Lebang) :   Anggota  
d. Dewan Pengurus Pusat  
1. Muh. Amiruddin Syam :  Ketua Umum  
2. Drs. Ismail Hamid:    Wakil ketua 
3. Drs. Kurani :     Wakil ketua 
4. Muh. Ichsan Rahman :  Wakil ketua 
5. Lahama:    Wakil ketu 
6. Pajjoka :    Wakil ketu 
7. Jasman Rajaang :    Wakil ketu 
8. Sudarman :    Wakil ketua 
9.  Jusman:     Wakil ketu 
10. Mahyuddin :    Wakil ketu 
e. Sekertaris Umum 
1. Muh. Hamka, S.Pd:   Sekretaris  
2. Abdul Rahim, S.Kom:  Wakil Sekretaris  
3. Mustafa. S:    Wakil Sekretaris  
4. Baharuddin Cadde:   Wakil Sekretaris  
5. Mursen:    Wakil Sekretaris  
6. Munawir:    Wakil Sekretaris  
 
f. Bendahara Umum 
1. Drs. Hasran Macca   Bendahara Umum  
2. Tanga :   Wakil Bendahara  
3.  Ramli:    Wakil Bendahara  
  
 
4. Drs. Wahyudi :  Wakil Bendahara  
5. Saparuddin:   Wakil Bendahara  
 
 
C. ANALISIS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM 
MEMEBERIKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK 
PIDANA OLEH FORUM ADAT AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR 
 Dalam kehidupan masyarakat banyak kita jumpai kejahatan-kejahatan 
yang sang at meresahkan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana 
pencurian. Dalam penyelesaiannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 secara 
eksplisit mengatur tentang Hak, Tugas, dan wewenang kepala desa dalam hal 
pembinaan masyarakat desa. Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Desa 
menentukan secara tegas kepala Desa berkewajiban menyelesaiakan perselisihan 
masyarakat di Desa. Kemudian pasal 28 ditegaskan mengenai sanksinya yaitu: 
1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 Ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa 
teguran lisan dan/atau teguran tertulis.  
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak 
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat 
dilanjutkan dengan pemberhentian. 
 Proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan atau 
diterapkan oleh forum adat Amar Ma‟ruf Nahi Munkar di desa tallu bamba atau 
keseluruhan wilayah forum adat  yang ditemukan berdasarkan penelitian penulis 
dilapangan bahwa, proses penyelesaiannya tidak berdasarkan hukum formil yang 
berlaku di Indonesia akan tetapi terbilang unik dan dianggap sangat efektif oleh 
masyarakat. 
1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Forum Adat  
  
 
Proses penyelesaian tindak pidana oleh forum adat ketika terjadi kasus 
pencurian didalam wilayah forum adat amar ma‟ruf nahi munkar yaitu: 
a. Rapat Pengurus, permanggilan  para saksi dan korban 
Dalam proses pengambilan keputusan dalam memberikan hukuman 
langkah pertama yang dilakukan oleh pengurus forum adat amar 
ma‟ruf nahi munkar dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di 
desa tallu bamba  yaitu rapat pengurus, pemanggilan para saksi dan 
yang dihadiri oleh seluruh perangkat forum baik dari tingkat dusun, 
tingkat desa, dan tingkat pusat. 
“ prosesna tuu ke deen tola diadili petama tuu dimusyawakanni 
dihadiri iyamanan to pengurus forum, pole dusun,desa,sola pengurus 
pusat” 
Artinya,” proses pengambilan keputusan dalam mengadili pelaku 
pencurian yang pertama adalah musyawarah dengan pemanggilan 
saksi dan korban yang dihadiri oleh seluruh perangkat forum baik dari 
dusun, desa, dan pengurus pusat forum adat”.46  
b. Pembentukan dewan hakim 
 Pembentukan dewan hakim ini biasanya diwakili dari pengurus 
forum amar ma‟ruf nahi munkar dari tingkat dusun, tingkat desa, dan 
tingkat pusat. 
c. Penyitaan 
 Hasil kejahatan yang diketahui  tempat penyimpanan dan 
penyembunyiannya hasil oleh forum adat ma‟ruf nahi munkar maka 
forum adat amar ma‟ruf nahi munkar melakukan penyitaan dan 
perampasan hasil kejahatan tersebut dan apabila pengurus forum adat 
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amar ma‟ruf nahi munkar mengetahui hasil kejahatan yang disimpan 
atau disembunyikan diluar wilayah forum adat amar ma‟ruf nahi munkar 
maka dilakukan penyitaan dan perampasan oleh forum adat amar ma‟ruf 
nahi munkar yang terlebih dahulu memberitahukan kepada pemerintah 
setempat.  
d. Eksekusi  
 Setiap pelaku kejahatan yang dinyatakan terbukti bersalah oleh 
forum adat amar ma‟ruf nahi munkar, maka tindakan eksekusi dilakukan 
oleh pengurus forum adat amar ma‟ruf nahi munkar dengan sanksi yang 
telah tertera di angggara dasar dan angggaran rumah tangga forum adat 
amar ma‟ruf nahi munkar. Eksekusi ini dilakukan oleh eksekutor sesuai 
dengan hasil musyawarah forum adat amar ma‟ruf nahi munkar. 
 
 
   
 
D. ANALISIS BENTUK HUKUMAN YANG DIBERIKAN TERHADAP 
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DESA TALLU BAMBA  
  Pelaku tindak pidana pencurian yang melanggar segala bentuk 
kejahatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma adat, dan norma 
agama  diwilayah forum adat amar ma‟ruf nahi munkar akan mendapat 
hukuman sesuai dengan kesepakatan masyarakat di wilayah forum adat amar 
ma‟ruf nahi munkar dan tertera dalam anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga forum adat amar amar ma‟ruf nahi munkar. 
  Hukuman ini diberikan sebagai efek jera terhadap pelaku 
pelanggaran secara person atau kelompok baik terorganisir maupu yang tidak 
  
 
terorganisir, dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat yang ada di 
wilayah kerja forum adat amar ma‟ruf nahi munkar. Namun dalam  
  Adapun bentuk hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana 
pencurian di wilayah forum adat amar ma‟ruf nahi munkar sesuai 
kesepakatan masyarakat dan tertera di anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga forum adat amar ma‟ruf nahi munkar pasal tiga yaitu: 
1. Barang siapa yang melakukan pencurian barang maka dapat 
dikenakan sanksi material dengan denda tiga kali lipat dari nilai 
barang yang dicuri dan diarak  diwilayah forum adat amar‟ruf nahi 
munkar. 
2. Barang siapa yang melakukan pencurian barang sebanyak dua kali dan 
seterusnya maka dikenakan denda tiga kali lipat dari nilai barang yang 
dicuri dan diarak di wilayah forum adat amar  ma‟ruf nahi munkar dan 
kemudian dilanjutkan keenrekang, dan selanjutnya diserahkan kepada 
pihak  yang berwajib.  
 Menurut salah satu pengurus pusat yang penulis temui 
  “hukumanna tuu kedeen to makboko jiodi wilayah forum 
partama tuu didandai tallu kali lipak barang to naboko misalna iyato 
barang naboko hargana hargana sakpulo juta jadi dandana tallu pulo juta, 
sakpulo juta injo lako to diboko barangnga dua pulo juta mettama jio di 
kas pengurus forum, kedua tuu di palari i kelililng wilayah forum tapi pura 
menanni di tantukan rute tolanaola dipalari. Iyato tentukanni rutena 
pengurus forum iyatuu selanjukna kedeen nadaduk unnapi panggaukanna 
didanda tomi dipaalari tomi salanjukna dibawai nongngo endekan manek 
diserahkan lako pihak yang berwajib jadi iyamo tee jio hukamnna ke deen 
tomakboko jio di wilayah forum termasukmi tuu desa tallu bamba”. 
  
 
  Artinya: hukuman atau sanksi yang akan diberikan kepada 
pelaku tindak pidana pencurian yang pertama adalah denda tiga kali lipat 
dari nilai barang yang dicuri misalnya barang yang dicuri harganya 
sepuluh juta  maka dendanya adalah  tiga puluh juta, sepuluh juta untuk 
korban pencurian dan dua puluh juta untuk kas pengurus forum. Kedua 
adalah diarak keliling wilayah forum yang rutenya telah ditentukan oleh 
pengurus forum selanjutnya jika pelaku mengulangi perbuatannya maka 
akan dikenakan hukuman atau sanksi seperti yang pertama dan selanjutnya 
akan diserahkan kepihak yang berwajib. 47 
 Hukuman dan sanksi diatas berlaku bagi seseorang yang dianggap sudah 
cukup umur atau sudah dewasa dan untuk pelaku-pelaku tindak pidana pencurian 
yang dianggap masih dibawah umur atau belum dewasa akan diproses oleh forum 
adat amar ma‟ruf nahi munkar dan dibinah oleh foruum desa sesuai dengan pasal 
8 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga forum adat amar ma‟ruf nahi 
munkar.  
 
E. ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
 Tindak pidana sirqah atau pencurian dalam hukum islam sangat 
ditekankan pelarangannya karena beberapa alasan antara lain karena pencurian 
dapat mencegah tercapainya salah satu tujuan disyariatkannya hukum islam yakni 
terpeliharanya harta kekayaan (hak milik) seseorang. Selain itu, dalam tingkat 
tertentu apabila pencurian ini telah sedemikian rupa telah menjadi penomena 
sosial yang membawah, maka jarimah pencurian akan dapat menyebabkan 
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keguncangan ekonomi dan sosial secara luas termasuk pula maslah ketenangan 
dan keamanan hidup. 
 Jarimah sirqoh merupakan perbuatan seorang mukallaf yang mengambil 
suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk 
dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya ( 
secara sembunyi- sembunyi) dan dalam jumlah nisab tertentu. Ketentuan hukum 
terhadap jarimah pencurian sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. Surah 
Al-maidah ayat 38 yang intinya menegaskan bahwa pencuri laki-laki dan 
perempuan hukuman hadd-nya adalah potong tangan, dimana hukum had tersebut 
bertujuan sebagai pembalasan atas kejahatan pelaku dan sebagai pelajaran dari 
Allah Swt. agar masyarakat luas tidak ikut melakukan jarimah sebagaimana 
terpidana. 
 Tindak pidana pencurian termasuk kategori kejahatan harta. Dalam 
praktiknya kejahatan terhadap harta ada yang dilaksanakan secara sembunyi-
sembunyi, seperti pencurian; ada juga yang dilakukan secara terang-terangan, 
seperti pembajakan, perampokan, penodongan dan lain-lain. Al-Qur‟an tidak 
mendefinisikan nama-nama dari tindak pidana, termasuk pencurian, sebagaimana 
yang biasa tercantum dalam KUHP yang hingga menjelaskan unsur-unsurnya, 
oleh sebab itu apa definisi pencurian dalam Al-Qur‟an diserahkan kepada pihak-
pihak yang memiliki otoritas untuk itu.  
 Ulama fikih merasa perlu merumuskan definisi pencurian supaya 
kepastian hukum dapat terwujud, tentu perkembangan budaya dan teknologi 
mendesak agar definisi yang pernah mapan direvisi ulang. Tanpa menyebut 
definisi, Al-Qur‟an menyatakan pencuri laki-laki maupun perempuan maka 
potonglah tangan mereka, sebaga balasan atas perbuatan mereka. Dalam 
  
 
pelaksanaannya tidak semua pencuri dihukum potong tangan, terdapat batas 
minimal nilai harta yang dicuri untuk dapat diterapkan hukuman tersebut. 
 Hadis riwayat abu dawud dari Aisyah menyatakan: “ sesungguhnya nabi 
memotong (tangan pencuri yang mencapai batas minimal)  seperempat dinar 
emas.” Jika pencurian dengan hukuman potong tangan termasuk hudud, untuk 
pencurian yang tidak mencapai batas minimal, sehingga tidak dikenakan hukuman 
potong tangan, maka ia dipindahkan pada ketentuan hukuman taksir yang dapat 
ditetapkan oleh pemerintah dikalangan kaum muslim. Dalam konteks menghindari 
hukuman potong tangan, penyelesaian perkara secara damai sebelum terlanjur 
diproses di pengadilan dapat dibenarkan dalam hukum Islam, hal ini bahkan 
dianjurkan misalnya, setelah pencuri tertangkap kemudian pemilik harta dan 
pencuri bermusyawarah dan akhirnya memaafkan secara sepakat untuk tidak 
melanjutkan ke pengadilan, hal tersebut dibenarkan dan bermanfaat didalam 
penegakan hukum, oleh sebab itu dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa 
perkara pidana yang dapat diselesaikan secara perdata.48 
 Mencuri adalah mengambil harta orang lain, yang terlindungi dan 
tersembunyi. Maka, harta yang diambil itu itulah harus harta yang berharga. Batas 
minimal harrta yang disepakati oleh para fuqaha muslimin apabila diambil dari 
tempat penyimpanannya yang tersembunyi ditetapkan sebagai tindakan pencurian 
yang diancam hukuman itu ialah yang senilai seperempat dinar. Yakni, sekitar dua 
puluh lima poundsterling sekrang. 
 Disyaratkan bahwa harta yang dicuri itu harus tersimpan dan diambil oleh 
sipencuri dari tempat penyimpanannya. Lantas, dikeluarkan oleh pencuri itu dari 
tempat penyimpanannya tersebut. Karena itu, tidak boleh dipotong tangan orang 
orang yang diberi amanat lantas dia mengambil harta tersebut. Begitupula dengan 
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seseorang pembantu yang diberi izin memasuki rumah majikannya ia tidak boleh 
dipotong tangannya apabila ia mencuri dirumah itu, karena harta yang ada disana 
tidak dilindungi (disembunyikan) darinya. Demikian pula seseoran g peminjam 
tidak boleh dijatuhi hukuman potong tangan atas orang yang mencuri buah buahan 
dikebun sehingga buah tersebut dipetik dan disimpan ditempat terlindung. Juga 
tidak boleh dipotong tangan orang yang mengambil harta diluar rumah atau 
didalam peti yang disiapkan untuk menjaganya. Demikian seterusnya. 
 Selain itu, syaratnya yang lain adalah bahwa harta tersebut milik orang 
lain. Karena itu, tida boleh dipotong tangan orang yang mengambil harta bersama, 
karena ia juga punya hak terhadap harta itu. Pasalnya, harta itu tidak murni milik 
orang lain. Orang yang mencuri dari baitul mal kaum muslimin tidak boleh 
dijatuhi hukuman potong tangan, karena ia juga memiliki bagian (hak) dalam 
baitul mal itu. Pasalnya, harta baitul mal itu juga tidak seratus persen milik orang 
lai. Dalam kasus-kasus seperti ini juga hukumannya bukan potong tangan, tetapi 
hnaya hukuman ta‟ ir hukuman yang ditingkatnya di bawah hukuman had, 
misalnya dengan dicambuk, dipenjara, dipermalukan atau cukup diberi nasihat 
dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan pertimbangan hakim serta situasi dan 
kondisinya. 
 Hukuman potong tanganitu dilakukan terhadap tangan kanan hingga 
pergelangan. Apabila setelah itu dia mencuri lagi, maka dipotonglah kaki kirinya 
hingga mata kaki. Demikianlah ukuran hukuman potong tangan yang disepakati 
para fukaha. Adapun jika yang bersangkutan mencuri lagi untuk ketiga kalinya 
atau keempat kalinya, mak fukaha berbeda pendapat. 
 Keadaan syubhat dapat menolak dijatuhkannya had hukuman yang 
ditetapkan dalam nash. Maka, syubhat lapar dan kebutuhaan dapat menolak 
dijatuhkannya had. Syubhat yang berupa persekutuan (kepemilikan bersama)pada 
  
 
harta juga menolak dijattuhkannya had. Penarikan kembali pengakuan, apabila 
tidak terdapat saksi yang cukup, juga syubhat yang menolak dijatuhkannya hukum 
had. Demikian pula keengganan tersangka atau terdakwa untuk bersumpah juga 
merupakan syubhtat yang dapat menolak dijatuhkannya hukuman had. Begitu 
seterusnya. 
 Para fuqaha berbeda pendapat mengenai apa yang diannggap sebagai 
syubhat (kesamaran) yang dapat menolak pemberlakuan hukum had itu. Imam 
Abu Hanafah misalnya, menolak dijatuhkannya hukum had terhadap pencurian 
harta yang asalnya mubah, sehingga disimpan dan dilindungi. Misalnya, mencuri 
air setelah disimpan, dan mencuri hewan buruan setelah ditangkap. Karena, 
keduanya pada asalnya boleh diambil siapa  saja. Kebolehan mengambil sesuatu 
yang asalnya mubah itu bisa menimbulkan syubhat, apakah ia masih mubah stelah 
diambil dan disimpan? Mili umu juga menimbulkan syubhat , apakah harta itu 
masih tetap dihukumi sebagai milik umum setelah disimpan dan dilindungi ? 
 Imam Malik, Imam Syafi‟i, dan Iman Ahmad tidak menolak 
dijatuhkannya hukum had terhadap pencurian sesuatu yang cepat rusak, seperti 
mencuri makan yang basah, sayur-sayuran, daging, dan roti. Aka tetapi, dalam hal 
ini, Abu Yusuf (murid Imam Abu Haanifah) tidak sependapat dengan ketiga imam 
diatas. 
 Kami tidak dapat melanjutkan pembahasan tetntang perbedaan para fuqaha 
dalam masalah ini. Karena itu, pembahsan lebih jauh mengenai ini dapat dicari 
dalam kitab-kitab fiqih. Kami cukupkan dengan conto-contoh ini untuk 
menunjukan toleransi islam dan keinginannnya agar manusia tidak begitu saja 
dijatuhi hukuman kalau maslahnya masih syubhat (samar). Rasulullah SAW. 
Bersabda, 
  “tolaklah hukuman had karena masih samar” 
  
 
 Umar Ibnu Khatthab berkata, “sungguh tidak menjatuhkan hukum had 
karena masalahnya masih samar itu lebih aku sukai daripada menjatuhkannya 
padahal maslahnya masih samar. 
 Akan tetapi, perlu ada ulasan sehubungan dengan hukuman potong tangan 
ini. Yakni, setelah menjelaskan faktor-faktor yang membutuhkan tindakan tegas 
untuk menjatuhkan hukuman terhadap pencuri dikalangan masyarakat isalam 
dalam negara islam, yang sarana-sarana perlindungan dan jaminan keadilan telah 
terpenuhi. 
 Abdul Qadir Audah dalam kitab At-Tasyri‟ul Jina‟I fil Islam Muqaranan 
bil-Qanunil Wadh‟ihlm. 652-654 berkata, “alasan diwajibkannya hukuman potong 
tangan bagi tindakan pencurian adalah karena sipencuri itu ketika berfpkir untuk 
mencuri, maka ia berpikir untuk menambah penghasilan dengan mengambil 
penghasilan yang halal itu, lantas ia ingin menambahnya dengan jalan haram. Ia 
tidak merasa cukup dengan hasil kerjanya, lantas menginginkan hasil kerja orang 
lain. Ia melakukan perbuatan itu untuk meningkatkan perbelanjaan dan 
penampilannya. Atau agar mendapat jaminan masa depannya. Maka faktor yang 
mendorong seseorang melakukan pencurian ini adalah keinginan untuk 
menambah penghasilan atau menambah kekayaan. 49 
 Berdasarkan dari hasil penelitian penulis maka,  proses penyelesaian 
tindak pidana pencurian hingga hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan 
hukum Islam karena proses penyelesaian dan hukumannya bukan atau tidak dapat 
dibenarkan dalam pandangan hukum Islam. Adapun penulis menguraikan sebagai 
berikut: 
1. Dari segi proses penyelesaian  
                                                          
 49 Sayyid Qhutb,  Fi Zilalil Qur‟an, terj. As‟ad Yasin: Tafsir Fi Zilalil Qur‟an  Jakarta: 
Gema Insani Press, 2002), h. 34-35. 
  
 
Proses penyelesaian tidak menggunakan upaya mediasi dalam Islam 
semestinya ada jalur perdamaian dimana korban dan pelaku dapat 
melakukan atau mengambil kesepakatan perdamaian dimana jika 
korban memaafkan pelaku maka dapat dihilangkan hukuman bagi 
pelaku dan bebanding terbalik dengan cara penyelesaiannya 
mengedepankan cara persuasif dan kekeluargaan. 
2. Dari segi hukaman yang diberikan  
Adapun penulis berkesimpulan dari segi pemberian hukaman terhadap 
pelaku pencurian yaitu: 
a. Berlakunya hukuman arak bagi pelaku pencurian tidak 
memandang besar kecilnya jumlah harga atau nilai harta yang 
dicuri setiap pelaku pencurian diberikan hukuman diarak keliling 
wilayah forum adat sehinngga pelaku dipermalukan atau dengan 
kata lain mendapatkan sanksi sosial yang sangat berat meskipun 
harta yang dicuri tidak sebanding dengan hukuman yang 
diterima. Dampak lainnya adalah didalam wilayah tersebut  
bukan hanya pelaku yang mendapatkan sanksi sosial melainkan 
keluarga juga ikut menanggung beban moral, hal itu tidak sesuai 
dengan QS. Al-Hujurat : 12 yaitu:  
 
                 
                  
                      
       
Terjemahnya: 
  
 
“ Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-
sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. 
dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu 
yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang.” 
b. Berlaku hukuman ganda terhadap pelaku pencurian 
Hukuman terhadap pelaku pencurian yang diberikan bukan 
hanya diarak keliling wilayah forum adat akan tetapi juga 
diberikan hukaman yaitu harus membayar denda yang nilainya 
tiga kali lipat dari nilai harta yang dicuri meskipun barang yang 
dicuri telah dikembalikan oleh pelaku yang semestinya dapat 
didamaikan karena barang yang dicuri telah dikembalikan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dengan judul 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian  
Oleh Forum Adat Amar Ma‟ruf Nahi Munkar Di Desa Tallu Bamba 
Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang serta penelitian yang penulis 
lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana oleh Forum Adat 
Amar Ma‟ruf Nahi Munkar Di Desa Tallu Bamba Kecamatan 
Enrekang Kabupaten Enrekang ada beberapa cara atau langkah- 
langkah yang ditempuh . pertama  rapat pengurus, pemanggilan saksi 
dan korban, untuk dimintai keterangan secara detail tentang persoalan 
atau kasus yang terjadi, kedua pembentukan dewan hakim yang dipilih 
langsung dari pengurus tingkat dusun,tingkat desa, tingkat pusat, 
ketiga penyitaan dilakukan oleh forum adat, keempat eksekusi 
dilakukan oleh forum adat. 
2. Bentuk hukuman yang diberikan terhadap pelaku pencurian di desa 
tallu bamba ada dua, pertama barang siapa yang melakukan pencurian 
barang maka dapat dikenakan sanksi material dengan denda tiga kali 
lipat dari nilai barang yang dicuri dan diarak  diwilayah forum adat 
amar‟ruf nahi munkar. Kedua Barang siapa yang melakukan 
pencurian barang sebanyak dua kali dan seterusnya maka dikenakan 
denda tiga kali lipat dari nilai barang yang dicuri dan diarak di 
wilayah forum adat amar  ma‟ruf nahi munkar dan kemudian 
  
 
dilanjutkan ke enrekang, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak  
yang berwajib.  
3. Didalam Islam yang jika sudah mencapai batas minimal  yang 
sesungguhnya diwajibkan bagi setiap umat islam untuk melaksanakan 
hukuman bagi orang yang melakukan tindakan pencurian dengan 
hukuman potong tangan (Qs. Al-Maidah : 38). Dalam pelaksanaannya 
tidak semua pencuri dihukum potong tangan yang sesungguhnya nabi 
memotong tangan pencuri yang mencapai batas minimal  dan tidak 
begitu saja dijatuhi hukuman kalau masalahnya masih syubat (samar) 
tetapi hukumanya hukuman ta‟zir misalnya dengan dicambuk, 
dipenjara, atau dipermalukan. walaupun forum adat amar ma‟ruf nahi 
munkar di desa tallu bamba  menyelesaikannya dengan dipermalukan 
tetapi di  forum adat amar ma‟ruf nahi munkar besar kecilnya harga 
suatu barang yang dicuri tetap saja hukumannya adalah diarak keliling 
wilayah forum. 
 
B.  Implikasi Penelitian 
1. Bagi Pemerintah, hendaknya memberikan atau menjalankan fungsinya 
sebagaimana mestinya terutama didalam persoalan-persoalan didalam 
masyarakat dimana fungs i pengawasan terlebih didalam rana hukum 
harus ditingkatkan karena banyak terjadi didalam masyrakat tindakan-
tindakan yang tidak semestinya terutama didalam mengadili atau 
memberi hukuman terhadap orang yang dianggap melakukan 
kesalahan. Pemerintah juga semestinya meningkatkan sosialisasi-
sosialisasi terutama yang menyangkut tentang hukum yang berarti 
mendidik masyarakat agar paham terhadap masalah-masalah hukum 
  
 
yang terjadi didalam masyarakat terutama pendidikan mengenai 
perdamaian yang sangat penting untuk mewujudkan kehidupan yang 
baik dan aman didalam kehidupan masyakatnya.   
2. Bagi masyarakat, semestinya meningkatkan nilai-nilai agama didalam 
kehidupan sosial dan seluruh aspek kehidupan dan hidup rukun dan 
damai. Adapun dalam menghadapi masalah-masalah didalam 
bermasyarakat hendaknya mengaplikasikan prinsip Islam sebagai 
rahmatan lilalamin atau rahmat bagi seluruh alam oleh karenananya 
hendaknya mengutamakan prinsip-prinsip perdamaian yang berarti 
mengedepankkan perdamaian melalui kesepakatan-kesepakatan lebih 
diutamakan sebelum membawa masalah kerana hukum karena tidak 
semua masalah harus berakhir pada hukuman melainkan juga 
perdamaian dan persaudaraan. 
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